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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten kuningan Nomor 17 Tahun
2001 tentang Retribusi Parkir sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004, sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan perundang-
undangan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Parkir.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005 tentang pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001
tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur
administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 84 );

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah  Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
70);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76
,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Bupati adalah Bupati Kuningan.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.

ok N

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Kendaraan adalah kendaraan bermotor roda dua, empat atau lebih;

8. Parkir adalah kegiatan menempatkan kendaraan untuk sementara
ditempat yang telah disediakan.

9. Pelayanan Parkir adalah jasa pelayanan parkir yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah di tepi jalan umum dan atau di tempat khusus
parkir.

10.Parkir berlangganan adalah Parkir yang pembayaran retribusinya
dilakukan secara kumulatif dengan jumlah yang telah ditetapkan dan
berlaku untuk pelayanan parkir selama 1 (satu) tahun.

11.Pihak Ketiga adalah Setiap orang atau badan yang akan ditunjuk oleh
Bupati untuk melakukan Kerjasama Pengelolaan Parkir.

12.Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum
yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
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13.Tempat Khusus Parkir adalah Tempat yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk tempat khusus parkir di luar yang
disediakan oleh pihak swasta.

14. Tempat Parkir adalah Tempat yang ditentukan oleh Pemerintah
Daerah untuk parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus.

15.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

16.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi
yang terutang.

18.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

19.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh
Bendaharawan Umum Daerah.

20.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat
ketentuan pidana.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
dipungut retribusi atas Jasa Parkir ditepi jalan umum yang ditentukan
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi
atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Objek Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah
penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Objek Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat
khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, kecuali Pelayanan Tempat khusus parkir yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan Pihak Swasta.

(5) Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umumsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum berupa jasa
pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan
oleh Pemerintah Daerah.



(6) Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan jasa usaha berupa jasa pelayanan tempat khusus parkir yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelols oleh Pemerintah Daerah.

(7) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi
Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi pelayanan parkir di tepi jal;an umum dan Retribusi Tempat Khusus
Parkir.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3
(1) Retribusi Pelayanan Parkir digolongkan sebagai berikut :

a. Parkir di tepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum;
b. Parkir di tempat khusus termasuk golongan retribusi jasa usaha;

(2) Penunjukan lokasi Parkir di Tepi Jalan dan Tempat Khusus Parkir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA,
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir diukur berdasarkan jenis
kendaraan, tempat dan waktu penggunaan.

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa parkir, kkmampuan masyarakat dan
aspek keadilan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan parkir wajib
membayar retribusi.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. Besaran tarif parkir insidentil :
1) Ditepijalan umum :
a) Untuk kendaraan roda dua ; sepeda motor sebesar Rp. 500,00.
b) Untuk kendaraan roda empat ; sedan, pick up, wagon, van dan
yang digolongkan setara kapasitas/tonasenya sebesar Rp.
1.000,00.
c) Untuk kendaraan roda enam atau lebih sebesar Rp. 2.000,00.



